
2. Undang-Undang . 

a. ba hwa berda sarkari kc c nt ua n Pasal 23 Undarig-Undans; 
Nomor 28 Tahun 1999 ten Lang Pe nyclenggara cg,1rn .\ ,rnµ, 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Ncpotismc 
yang menyebutkan bahwa dalam wa k t u selarribat 
Iambatnya 6 (e narn) bulan sejak Undang-undang ini 
mulai ber la ku setiap Pcnyclcnggara Negara har us 
melaporkan dan mengumuman harta kckayaarinya dan 
ber sedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaarmya 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang in i; 

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyclcnggara 
Negara yang bersih dan bcbas Kor upsi, Kolusi, dan 
Nepotisrne (KK ) diper lukan kornit me n bag: 
Pe nyele nggara egara pada Pcrncr im.ah Kabupatcn Batarig 
Hari u n t u k melaporkan kekayaannya; 

c. bahwa untuk memperkual komitmen tersebut dalarn 
pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepot.isrne d ipe rluka n 
kerja sarna sinergis dengan Komisi Pernbcra n ta sa n Korupsi 
(KPK) dalarn hal kepat.uhan pelaporan la pora n harta 
kekayaan; 

d. bahwa bcrdasarkan pcrt.irnba ngar: se baga ima na d irna k s ud 
dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mcncta pkan 
Peraturan Bupati lenlang Laporan Har ta Kckayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ba tang Hari. 

1. Undang-Undang omor 12 Tahun 1956 tcntarig 
Pe rn bcrit.uk a n Dacrn h Otonom Ka bupa rc n d a la rn . 
Lingkungan Dae rah Provi nsi Suma tern Tcngah (Lem bar a n 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 · ornor 25), 
sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tenlang Pembentukan Daerah Tingkat 11 
Sarolangun Bangko dan Dacrah Tingka t l l . Tanjung 
,Jabung (Lcmbaran cgara Republik Indonesia Ta h u n 
1965 omor 50, Tambahan Le mbara n cgara Rcpublik 

Indonesia omor 2755); 

BUPAT! BATA C HAf~l, 

DE GA RAHMAT TUHA 1 YA. G MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TE TAC 
LAPORA HARTA KEKAYAA PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 

DILi GKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATA G HAR! 

PERATURAN BUPATI BATA G HAR! 
OMOR "? t5 TAHU 2017 

BUPATI BATANG HARI 
PROVINS! JAMBI· 

ACER
SALINAN



10. Peraturan .. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerinlah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 omor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 
4890); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lenlang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bcbas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lcmbaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tcru.ang 
Pemberantasan Tindak Pid a na J<orupsi (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Ta h u n 1999 omor 140, 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 omor 134, Tarnbahan Lcmbaran 

egara Republik Indonesia omor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 lentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2002 omor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penelapan Pe rat ur a n 
Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan alas Undang-Undang omor 30 
Tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 

5. Undang-Undang omor 12 Tahun 2011 tcrn.ang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara omor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcnlang 
Pemerintahan Daer ah (Lcrn ba ra n cgara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia omor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Undang 
Undang Nomor 9 Ta.h u n 2015 tentang Pcrubahan Kcdua 
atas Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tenlang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbara n 

egara Republik Indonesia lornor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014Nomor6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Peraturan Pemerintah omor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perne ri n ta ha n 
Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
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BAB!. . 

BUPATI TE TANG LAPORAN HARTA 
PE YELE GGARA EGARA (LHKPN) DI 
PEMERI TAH KABUPATE BATA G HARi. 

PERATURAN 
KEKAYAA 
LING KU NGA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

7. Surat Edaran Menteri Dalam egeri Nomor 700 / 1590 / 57 
tanggal 28 April 2016 Len Lang Penegasan Kembali 
Kcwaj iba n Pcnyampaian Laporan Ha rta Kckayaan 
Penyelcnggara Negara di Lingkungan Perncr intah Dac ra h ; 

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur egara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Len tang 
Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Alas Keterlarnbata n 
Penyarnpaian Laporan Harta Kekayaan Penyclcnggara 
Negara di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan 
Pemerintah Daerah; 

5. Kepurusan Komisi Pcrnber an ta san Korupsi Nomor 
KEP.07 /KPK/02/2005 Langgal 18 Pcbruari 2005 Lcnt.ang 
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Perncriksaan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur egara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tah un 2014 ten Lang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan 
Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara egara 
di Kementerian Dalam egen; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negcri omor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Dacrah; 

5 Tahun 2004 tanggal 9 
Percepatan Pemberantasan 

PresidenNomor 
2004 ten Lang 

Instruksi 
Desember 
Korupsi; 

1. Memperhatikan 

12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan Tugas dan Furigsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 56). 

1]. Peraturan Presiden omor 55 Ta h u n 2012 ten Lang 
Strategi asional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi .Jangka PanjangTahun 2012-2025 dan .Jarigka 
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Rcpu blik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

, 
- .) - 

] 0. Peraturan Pemerintah omor 53 Tahun 2010 Len Lang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran egara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor S 153); 



14. Peja bat ....... 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah KabupatenBalang Hari. 
2. Pemerin tah Dae rah adalah Kepala Dae rah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pcmcrintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 

disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara 
Negara (PN) bcserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan 
yang dituangkan didalam formulir LHKPN yang ditetapkan olch Komisi 
Pernberan tasan Tindak Pidaria Korupsi. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkal KPK adalah 
lembaga Negara yang independen dengan . tugas dan wcwcnang 
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Ta h u n 2002 tcntang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

6. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten ad ala h pejabal di 
lingkungan Pcmerintah Kabupaten Ba tang Hari yang wajib mcngisi da n 
menyampaikan LHKPN. 

7. Forrnulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam 
bentuk elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan 
Penyelenggara egara. 

8. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang 
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu 
jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di KemcnLcrian 
Dalam Negeri. 

9. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN 
beserla istri/suami/dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik 
berupa harta bergerak, harta Lidak bergerak, maupun ha k-h a k lai n nya 
yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh pcnyelcnggara ncgara 
sebelum, selarna, dan sctelah memangku jabatan. 

10. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang menduduki jabatan 
yang termasuk dalam kategori wajib melaporkan LHKPN. 

11. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara yang memiliki 
kewajiba n mclaporkan LHKP kepada KPK. 

12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Pegawai yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk mengambil kcputusan dan/atau tiridakan 
yang dapal mengakibatkan pcngeluaran ata s be ban APBN. 

13. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah yang 
selanjut nya disebut Kcpala ULP ada la h Pcngelola unit organisasi yang 
bcrfungsi mclaksanakan pengadaan barang dan/alau ja sa di Kcrncntcr ian 
Dalam egeri, yang fungsinya diintcgrasikan pada fungsi Pu sa r 
Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat .Jcndcrat 
Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 1 
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BAB I 

KETE TUAN UMUM 



2. Wajib Lapor .......... 

egara se te lah b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara 

berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau 

c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat : 

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara egara pad a saa t pertama kali 
mcrija ba t; 

BAB III 

PENYAMPAIA LHKPN 

Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupate n yang 
wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas : 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Pejaba t Esclon II; 

d. Peja ba t Pcmbuat Korn it.men (PPK); 
e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 
f. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; 
g. Pejabat F'ungsional Auditor; 
h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemcr in ta h (ULP); 
1. Peja ba t yang mcngeluarkan Perizinan; 
J. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK. 

Pasal 2 

BAB II 
WAJIB LAPOR 
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14. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang sclanjut.nya 

disingkat PPSPM adalah Pegawai yang diberi kewenangan oleh Pcngguria 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian a.ta s 
permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 

15. Bendahara Pcngeluaran adalah Pcgawai pad a Organisasi Perangka l 
Daerah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang 
untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksariaan Daftar l sia n 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Organisasi Perangkat Daerah. 

16. Bcndahara Penerimaan adalah Pegawai pada Satuan Kerja yang ditunjuk 
dan diserahi tugas oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk 
menerima, menyimpan, me nyetorkan , rneria tau sahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan negara bukan pajak. 



2. Pen yam paian ........ 

Pasal 6 

(J) Dalam hal KPK meminta kembali, Wajib Lapor LHKP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 wajib mclaporkan kembali Harta Kekayaa n 

yang dimilikinya. 

Pasal 5 

Forrriulir LHKPN model KPK-B dalam Pasal 3 ayal (1) huruf b, diisi da n 

disampaikan oleh Wajib Lapor LHKPN dengan batas waktu, paling lam bat; 

a. setiap 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal menduduki jabatan yang 

sama; atau 

b. se telah 2 (dua) bulan , terhitung mulai langgal menduduki jabata n bar u 

dalam rangka mutasi, promosi, mengakhiri jabatan dan/aLau pensiun. 

Pasal4 

Forrriulir LHKP model KPK-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

huruf a, diisi dan disampaikan oleh Wajib La por LHKPN dengan batas waktu 

paling lambai 2 (dua) bulan selelah resmi menduduki jabat an a Lau pada saa i 

yang bersangkutan menjadi calon Pejabat Penyelenggara egara d alarn ha! 
diperintahkan olch undang-undang. 
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(2) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

menyampaikan LHKPAN dengan mengisi formulir sebagai berikut: 

a. fomulir LHKPN model KPK-A bagi Wajib Lapor LHKPN yang pertama 

kali melaporkan kekayaannya; dan 

b. formulir LHKPN model KPK-B bagi Wajib Lapor LHKP yang tclah 

mengirimkan formulir LHKP model KPK-A, apa bila: 

1. menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; 

2. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; 

3. mengakhiri jabatan; dan/atau 

4. menduduki jabatan tertentu, yang diperlukan dalam rangka 

pemeriksaan oleh KPK. 

(3) Wajib Lapor LHKPN yang telah mengisi formulir sebagaimana dimaksud 

pada ayal (2) kemudian menyampaikan kepada Pengelola LHKPN 

Organisasi Perangkat Daerah. 

(4) Pengelola LHKPN Satuan Kerja menyampaikan formulir scbagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Koordinator LHKPN. 

(5) Koordinator LHKPN menyampaikan formulir LHKPN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kepada Koordinator LHKPN. 



i. Besarnya. 

r. iden tita s I st.ri a tau Suami; 

g. idcnt it.as Anak; 

h. jerus, ilai dan Asal Usu! Perolehan Har ta Kekayaan yang dimiliki; 

a. nama; 

b. ja baran; 

c. instansi; 

d. tern pat d a n Tanggal La h ir ; 

e. a la ma t; 

yang sekurang-kurangnya rncrn ua t : 

Pasal 9 

( 1) Pcnyarnpaian LH 1,;:p sc bazairna na dimaksuci dala m Pasal 3 dan Pa sal 4 

di lak sa ria ka n dengan cara scbagai bcrik ut : 

a melal ui aplikasi e-LH KP pad a ala mat \\'\\'\\'.elhkpn. kpk.go. icl ; ala u 

b. mengrsi forrnulir LHKP format excel untuk kemudian dikirimkan 

melalui email elhkpn(u kpk.go.id a Lau diserahkan kcpada DirekLorat 

Pcridaftnr an dan Perner ik saan LHl,P (ba ik scca ra langsuna d ikant or 

!\.PK a ta u Pos) dalarn bcn tuk file excel yang tela h disimpa n da am 

media pcnyirnpanan data. Fo r m u lir excel tcrscbui da pa i diunduh 

melalui \\'\\'\\'. kpk.go. id/ layanan-pu bl i k I I h kpn. 

(2) Format LHKP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditet.apkan olch !\.PK 

Pasal 8 

( l) Penyampaian LH KPN selarna Penyelenggara egara rnenjaba t d ila k u ka n 

scca ra periodik setiap 1 (saLU) ta h u n sekali alas Har ta Kckayaa n yang 

diperoleh scja k ta nggal 1 Januari sa m pa i dengan 31 Desember. 

(2) Pcnya mpaia n LHl\.PN sebagaimana d irna ks ud pada ayat (I) clisnrnpaikan 

dala m ja ngk a wa k tu paling larnba t tanggal 31 Maret Lahun bcr ik u tnya. 

dalam jangka wakt u paling larnbat 3 (Liga) bulan terhit ung sejak saai 

pcngangka tan per ta ma / pengangka Lan kcm ba li / berakh i r ja bat an scbagai 

Pcr.vclcnggara cgara. 

Pa sa l 7 

scbagairnaria dirnak sud pada ayat I d isa rn pu ika n Pcnvarnpa ian LH l\.P 
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(2) Penyampaian laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayar 

( 1) dilakukan dengan bata s wak tu paling lam bat 2 (dua) bu Ian scrclah 

dite rirnanva perminlaan dari !-(Pf...:. 



(4). Pem bcn Lukan . 

4. mcmiliki peran membuat akun admin unit kcrja, me lak uka n 

ver ifi ka si peridaftaran wajib lapor baru dan update pc ru ba h an d a ta 

waj ib la por. 

LH h'. P 

tugas scbagai bcrikut: 

a. koordinator LH KP bcrkoordinasi dcngan KPK da larn h a l morn or mg 

dan cvalua si Lcrhadap kcpatuha n wajib LHKP dalarn claporkan clan 

mengumumkan harta kekayaan nya se rt.a pernarifaat an Aplikasi c 

LHKP da larn \\'\\'w.elhkpn. kpk.go. id. 

b. adrniriis trato r bertugas u nt.uk : 

1. menyarnpaikan data kcpegawaian dan data pcrubahan jabatan 

Wajib LH KPN kepada KPK paling lam bat 15 Desembcr sctiap ta h uri, 

2. melakukan perriutakhiran data scbagaimana dimaksud pada angka 

1 ke dalam Aplikasi e-LHKP 

3 mcngingatkan Wajib LHl(P dilingkungan Kabupatcn Ba tang Ha r i 

untuk mcmat uhi kcwajiban pcnya mpa.an da n pcngum man 

lingkungan Instansinya. 

(3) UniL Pengelola LH KPN sebagaimana dimaksud pada ayaL ( l) mernpunyai 

Pengembangan Sumbcr Daya Ma n u sia Daera h Kabupalcn Batang Hari; 

d. administrator LHKP adalah pejabat yang ditunjuk olch in si a nsi di 

Kabupa Len Ba Lang Hari un tuk mcngclola aplikasi c-LH KP di 

adala h Kepala Sadan Kcpcgawa ia n dan 

b. wa k il Koord ina to r 

Balang Hari; 

c. wa ki l Koordinator II LHKP 

ada la h Sckrctaris Daera h Kabupatcn Batang Hari ; 

LHKP ada lah Inspcklur Dacra h Ka bupa tcn 

a. koordinator LHKP 

LHKPN; 

(2) Unit Pcngclola LHKPN scbagaimana yang dimaksud pada ayaL ( 1) tt-rd iri 

d a r i : 

BAB IV 

PE GELOLA LHKP 

Pasal 10 
(1) Unt.uk mcngclola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Un ii Pcngclola 
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1. besar nva pcnghasilan dan pengcluaran; 

J. surat Kuasa rncridapatkan data kcuangan; 

k. surat Kua sa mengumumkan h arta kekayaan; dan 

I. sur ai Pcr nyataari. 



b.Jika sampai . 

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat ( 1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut : 

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali , dengan 

masing-masing tenggat waktu surat selarna 1 (satu) bulan; 

BAB V 

TATA CARA PE JATUHA SA KS! 

Pasal 13 

( 1) Penyelenggara egara yang berstatus Pegawai egeri Sipil jika tidak 
menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 

sanksi disiplin tingkat be rat ses uai dengan ketentuan Pcraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Sanksi disiplin tingkat be rat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) terdiri 

dari: 
a. periururian pangkat setingkat lcbih rcridah selarna 3 (liga) tahun; dan 

I atau 
b. pembebasan dari jabatan. 

BAB V 

SANKS! 

Pasal 12 

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk Admin UniL Kerja 

Pengelola Aplikasi e-LHKPN. 
(2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKP Tingkat OPD sebagaimana 

dirnaksud dalam ayat (1) bertugas: 
a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN; 

b. membuat / Update daftar wajib lapor; 

c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; 
d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD / UniL Kerja unt uk 

selanjutnya disampaikan kepada Adm in l n sta n si. 
(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKP di masing-masing OPD /unil 

kerja sebagaimana dimak sud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala OPD. 

Pasal 11 
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(4) Pembentukan Unit Pengelola LHKP · sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



AERAH KABUPATEN BATA re HART 
TAHU 1 2017 l()MOR : 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATA G HAR! 

Diundangkan di Muara Bulian 
pad a tanggal 201 7 

SYAHIRSAH SY 

Ditetapkan di: MuaraBulian 
Pada Tanggal : /0 -e:>4-2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Balang 
Hari. 

Pasal 14 

BAB VI 

KETE TUAN PE UTUP 
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b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka 

kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana 

di maksud dalam Pasal 12 ayat (2). 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspcktoral Daera h 

Kabupaten Batang Hari sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai egeri Sipil dan Pcraturan Kcpala Sadan Kcpcgawaia n cga ra 

omor 21 Ta h uri 2010 ten tang Ketent.ua n Pelaksariaan Pera LU ran 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai egeri Sipil. 

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi 

ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan 

hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati. 

t,I .._ 




